BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : $15.1/Kep. 151 - BKPCOM/ 2024

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG, PENANDATANGANAN PENETAPAN PENY ESUAIAN
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA SEKRETARIS DAERAH /
SEKRETARIS DPRD / KEPALA DINAS / KEPALA BADAN / CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang . a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan
penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam gaji pokok Pegawai
Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil,

dipandang perlu melimpahkan wewenang
penandatanganan penetapan penyesuaian gaji pokok
pegawai negeri sipil kepada Sekretaris

Daerah/Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Kepala
Badan/Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Purwakarta;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
v Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang,
; Penandatanganan Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok
Pegawai Negeri Sipil Kepada Sekretaris Daerah /
Sekretaris Dprd / Kepala Dinas / Kepala Badan /
Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di
ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan



Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam  Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang - undang ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 15);

. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang
Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok
Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 23);

. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Perubahan  Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok
Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 93);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN

Melimpahkan wewenang penandatanganan keputusan
penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil kepada
Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/ Kepala
Dinas/Kepala Badan/Camat di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta.

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka
Keputusan Bupati Nomor 875.1/Kep.244.A-
BKPSDM/2019 tentang  Pelimpahan  Wewenang,
Penandatanganan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai
Negeri Sipil kepada Kepala Dinas/Lembaga Teknis
Daerah/Sekda/Sekwan/Camat dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta 0
Pada tanggal 26 Febrtian 20 |

l Pj. BUPATI PURWAKARTA
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